
SEPTEMBER 2019

PARTISIPASI PUBLIK DIGITAL:
APLIKASI QLUE DI JAKARTA

DigiTimes #26 

Room BC 201- 202 
Faculty of Social and Political Sciences 
Universitas Gadjah Mada 
Jalan Sosio Yustisia 1, Bulaksumur, Yogyakarta

(0274) 563362, Ext. 116 | cfds.sipol@ugm.ac.id

Edited
Volume
SERIES

ph shot splao b uny Pr z on isscila Du Pree





  PENULIS 
DAN KONTRIBUTOR

Penulis
Wulan�Hardiyati�Pangestika

Editor
Kevin�Iskandar�Putra

Desain�Sampul�dan�Tata�Letak
Muhammad�Fanani�Arifzqi

September�2019

=

=

gettyimages

=



DAFTAR ISI
Latar Belakang & Urgensi Masalah

Demokrasi Digital

Partisipasi Publik Daring

Interaksi Pengguna Qlue
Kualitas Informasi & Preferensi Politik
Sensitivitas Isu
Qlue sebagai Agenda Jakarta Smart City
Sistem Pengaduan Melalui Qlue
Aktor yang Terlibat dalam Qlue
Pengaruh Sosio Kultural dan Sosio Politik terhadap Partisipasi

Aplikasi Qlue dan Fondasi Dasar Partisipasi Publik

Qlue dan City Portal, Website Jakarta Smart City
Operasionalisasi Aplikasi Qlue
Qlue Membuka dan Menuju Akses Teknologi

Pengguna Qlue dan Partisipasi Warga dalam Pelayanan Publik

Informasi
Sensitivitas Isu
Interaksi

Kesimpulan

3
5
6
6
6
7
7
8
8
9

10
10
11
12

14
14
15
15
16

photo by Lilly Rum on unsplash



3

Penerapan konsep kota pintar di berbagai 
negara seperti  India, Korea Selatan dan 
Indonesia menggambarkan lahirnya 
s e b u a h  f e n o m e n a  b a r u  d i  m a n a 
penggunaan perangkat digital dan 
perkembangan teknologi menjadi tren 
baru dalam pemerintahan. Di Songdo, 
Korea Selatan, fungsi truk sampah 
tergantikan oleh pipa-pipa otomatis 
d a l a m  t a n a h  p e n y e d o t  s a m p a h 
apartemen-apartemen yang terintegrasi 
dengan sistem pengolahan di tempat 
penampungan. Tidak hanya itu, jaringan 
sensor dan kamera pengawas yang 
ditempatkan di seluruh kota memberikan 
fungsi keamanan dan pendeteksi cepat 
kebakaran, kecelakaan dan kejatahan

Di beberapa kota besar di Indonesia, 
c o n t o h n y a  S u r a b a y a ,  k o n s e p  e -
government sudah dicanangkan dari awal 
tahun 2002. Selain itu, Bandung juga 
m e n e r a p k a n  p e n g o p t i m a l a n 
pembangunan startup yang pada tahun 
2016 telah mengajak 300 startup dalam 
pengimplementasian e-government. 
Sementara  i tu,  DKI  Jakarta  telah  
mengadopsi konsep kota pintar yang 
dinamakan Jakarta Smart City. Konsep ini 
berbeda dari yang lain karena konsep 
tersebut dilengkapi dengan berbagai 
kanal dan aplikasi pelaporan. Namun 
pada dasarnya, fitur yang digunakan oleh 
kota-kota tersebut hampir sama. Dalam 
perkembangannya pun penggunaan 
m e t o d e  d a n  t e k n o l o g i n y a  t e r u s 
berkembang. 

LATAR BELAKANG
& URGENSI MASALAH
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Beberapa konsep kota pintar dari para 
peneliti  sebelumnya dirujuk untuk 
memahami fenomena ini.  Menurut 
Deakin dan Allwinkle (2017), konsep kota 
p i n t a r  m e r u p a k a n  u j u n g  d a r i 
pembangunan dan pengelolaan kota 
d e n g a n  t e k n o l o g i  i n f o r m a s i  d a n 
komunikasi. Sedangkan Nijkamp, dkk 
dalam Chaffers (2010) berargumen 
bahwa kota pintar merupakan sebuah 
konsep kota yang memanfaatkan sumber 
daya manusia,  modal  sosial ,  dan 
infrastruktur telekomunikasi modern 
dengan tujuan meraih pertumbuhan 
ekonomi berkelanjutan dan kualitas 
kehidupan tinggi dengan manajemen 
s u m b e r  d a y a  b i j a k s a n a  m e l a l u i 
pemerintahan berbasis partisipasi 
masyakarat. 

Pengembangan Jakarta Smart City 
L o u n g e  d i i r i n g i  d e n g a n  a d a n y a 
optimalisasi kanal media sosial dan kanal 
pelaporan Qlue. Hal  tersebut beriringan 
dengan adanya permasalahan urban 
s e p e r t i  k e p a d a t a n  p e n d u d u k , 
kelangkaan sumber daya, pemukiman 
kumuh, limbah dan polusi, 

ke m a ceta n  l a l u  l i n ta s ,  d eg ra d a s i 
lingkungan, dan lain-lain. Enam indikator 
yang digunakan sebagai basis Jakarta 
Smart City meliputi Smart Governance, 
Smart Economy, Smart People, Smart 
Mobility, Smart Environment, dan Smart 
Living.

Di DKI Jakarta, masalah-masalah yang 
a d a  s e p e r t i  pa d a t n ya  p e n d u d u k , 
tingginya angka perjalanan, banyaknya 
v o l u m e  ke n d a ra a n  p r i ba d i ,  s e r ta 
tingginya level pertumbuhan ekonomi 
dianggap menjadi basis pencanangan 
ko n s e p  ko ta  p i n ta r.  K ete r l i ba ta n 
masyakarat dalam proses pembuatan 
d a t a ,  a p l i k a s i  d a n  i n p u t ,  s e r t a 
penyampaian kritik terhadap pemerintah 
diharapkan dapat meningkat melalui 
program JSC ini. Maka dari itu, aplikasi 
Qlue menjadi alternatif digital yang 
digunakan untuk mengakomodasi 
k e p e n t i n g a n  w a r g a  J a k a r t a  d a n 
pemerintah.
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Qlue memberikan ruang partisipasi lebih 
k e p a d a  m a s y a r a k a t  d a l a m 
pemerintahan,  yakni  dengan cara  
mengunggah foto yang dirasa merupakan 
permasalahan publik seperti parkir liar, 
t a m a n  y a n g  t i d a k  t e r u r u s ,  d a n 
pembuangan sampah yang tidak teratur.  
Partisipasi digital masyarakat seperti ini 
secara langsung maupun tidak langsung 
menggambarkan proses demokrasi di 
dunia maya dengan menggunakan 
teknologi komunikasi media baru. 

Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk 
menjawab bagaimana kecenderungan 
d a r i  d i n a m i ka  d e m o k ra s i  d e n ga n 
meninjau lebih lanjut partisipasi publik 
online melalui studi kasus Qlue Jakarta, 
p e r a n  a k t o r - a k t o r  t e r k a i t ,  d a n 
kemampuan Qlue sebagai terobosan 
baru dalam ranah pemerintahan. Dengan 
melihat aktor yang terlibat dan proses 
bertemunya masyarakat dalam bertukar 
pikiran di dunia virtual, diharapkan 
tulisan ini bisa membantu pemerintah 
dalam menilai kesiapan menyongsong 
masyarakat digital Indonesia

DEMOKRASI DIGITAL

D e n g a n  d i c a n a n g k a n n y a  k o n s e p 
demokrasi digital ini, sudah sepatutnya 
p l a t f o r m  y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k 
menyediakan infomasi relevan yang 
ramah dan dapat dijangkau oleh semua 
kalangan masyarakat di semua wilayah. 
Demokrasi digital juga dapat diperkuat 
dengan adanya portal kota yang matang 
dan mudah diakses.Portal kota tersebut 
kemudian menyuguhkan masyarakat 
dengan unsur informasi layananan dan 
penunjang interaksi daring seperti yang 
dikatakan oleh Mark Deakin. 

Dalam konteks masyarakat seperti ini, 
terjadi proses penguatan modal sosial 
oleh TIK, di mana jaringan komunitas 
d a p a t  d i g u n a k a n  u n t u k 
mengkoordinasikan berbagai jenis orang 
dalam lingkup sosial, serta memudahkan 
p e n ge k s p l o ra s i a n  a t r i b u t- a t r i b u t 
pendukung seperti solidaritas, altruisme, 
l o ya l i ta s ,  s e r ta  t i m ba l  ba l i k  d a n 
k e p e r c a y a a n  ( T h o m p s o n ,  1 9 9 3 ) . 
P e n g g u n a a n  i n t e r n e t  d a l a m  e -
g o v e r n m e n t  m e r e v o l u s i  f u n g s i 
penggunaan teknologi yang tadinya 
hanya untuk meningkatkan pelayanan 
p e m e r i n t a h  t e r h a d a p  p u b l i k . 
Penggunaan Internet memudahkan 
penggunanya untuk berinteraksi dan 
aktif berkontribusi terhadap aktivitas-
aktivitas komunikasi, politik, edukasi dan 
bisnis.  

Dengan maraknya ruang publik visual 
s a a t  i n i  y a n g  d i s e b a b k a n  o l e h 
perkembangan teknologi informasi, 
diharapkan demokrasi digital dapat 
menjadi satu terobosan baru dalam 
sistem pemerintahan saat ini. 



Dalam tulisan ini, penulis mengutip 
beberapa konsep penting milik Moynihan 
dan Wilcox (1994) mengenai lima jenis 
level  partisipasi  masyakarat yang 
m e l i p u t i  p e m b e r i a n  i n f o r m a s i , 
konsultasi,  pembuatan keputusan 
bersama, melakukan tindakan bersama, 
dan mendukung aktivitas yang muncul 
atas swakarya masyarakat. Selain itu,, 
partisipasi publik dalam pembuatan 
keputusan akan memberikan kontribusi 
terhadap meningkatnya kompetensi 
p e m b u a t  k e p u t u s a n  m e l a l u i 
pengembangan kebijakan berkualitas. 
D a l a m  t u l i s a n  i n i ,  t i ga  i n d i k a t o r 
digunakan oleh penulis meliputi interaksi 
pengguna Qlue, kualitas informasi dan 
p r e f e r e n s i  p o l i t i k  u n t u k  m e l i h a t 
kausalitas partisipasi perilaku pengguna 
dan hal eksternal yang mempengaruhi 
pengguna untuk bertindak, serta aktor 
lain dan dalam indikator tersebut

Q l u e  m e n j a d i  s a r a n a  p e l a p o r a n 
permasalahan sekitar, media berdiskusi 
dalam ruang publik dan kolom komentar, 
serta sarana untuk berinteraksi secara 
p r i v a t .  M e l a l u i  i n t e r a k s i  a n t a r 
penggunanya, penyebaran informasi dan 
isu- isu pol it ik  dapat  menebarkan 
manfaat bagi orang lain, termasuk para 
pembuat kebijakan serta masyarakat. 
Dalam tulisan ini, penulis meninjau 
aktivitas para pengguna Qlue ketika 
menggunakan aplikasi tersebut, yang 
d a l a m  h a l  i n i  t e r m a s u k  t o p i k 
perbincangan antar pengguna, atau dari 
akun pihak kelurahan/dinas/badan 
pemerintah/swasta

PARTISIPASI PUBLIK
DARING

Interaksi Pengguna Qlue

Kualitan Informasi dan Preferensi
Politik

Mempengaruhi preferensi orang untuk 
menggunakan saluran komunikasi 
tertentu. Di samping itu, preferensi 
pengguna akan dipengaruhi oleh faktor 
eksternal dan internal seperti kekuatan 
dan kualitas informasi, kredibilitas 
sumber informasi, aksesibilitas dan 
pemahaman informasi yang mudah. 
Dalam hal ini, Qlue menyediakan fitur 
foto dan caption untuk menggunggah 

=
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 pelaporan mereka yang memungkinkan 
p e n g g u n a  l a i n  u n t u k  m e l a k u k a n 
p e n g e ce k a n .  H a l  t e r s e b u t  d a p a t 
menjamin kredibilitas informasi yang 
disebar oleh para pengguna. Sifat dan 
kualitas informasi dapat mempengaruhi 
diterimanya informasi tersebut, dan 
mendorong pembaca untuk melakukan 
suatu tindakan (Young dan Quan-Haase). 
Di samping itu, kecepatan informasi dan 
keasliannya menentukan penerimaan 
dan penerapannya oleh orang-orang 
yang sudah aktif, serta mempengaruhi 
pendapat dan pandangan pembaca 
(Correa, Hinsley dan de Zuniga). Dalam 
tulisan ini, peneliti mengkaji berbagai 
topik yang dijadikan perbincangan di 
dalam aplikasi Qlue. 

Sensitivitas Isu

Penggunaan media sosial dapat pula 
mempromosikan kepentingan politik dan 
mempengaruhi teman dalam jaringan 
mereka dalam perpolitikan daring. Dalam 
hal ini, media sosial dapat digunakan 
sebagai alat memperoleh kepentingan 
politik dengan memberikan motivasi 
untuk mendapatkan informasi politik dan 
juga keterampilan atau pengetahuan 
relevan terhadap menilai sebuah isu 
p o l i t i k  y a n g  b e r b e d a .  D e n g a n 
memastikan bahwa para penggunanya 
terampil dalam pengoperasian komputer, 
serta penggunaan aplikasi 

internet seperti e-participation, partisiasi 
politik digital dapat dimaksimalkan 
melalui teknologi dan aplikasi seperti 
Qlue. Peneliti melacak sensitivitas isu 
pengguna Qlue melalui intensitas jenis 
isu/masalah yang sering dilaporkan dan 
penting menurut pengguna. 

Jakarta Smart City merupakan konsep 
yang dikeluarkan pada tahun 2014 dan 
memperkenalkan dua kanal resmi Qlue 
dan Website JSC. Sampai saat ini, 
terdapat kanal lain seperti Facebook, 
Twitter, Balaiwarga, Lapor, Email, SMS 
konvensional. Dalam penerapannya, JSC 
d i b a w a h i  l a n g s u n g  o l e h  D i n a s 
Komunikasi,   Informasi, dan Kehumasan, 
dan dijalankan oleh pewagai negeri sipil 
Pemprov DKI dengan bantuan seorang 
kepala pelaksana lima divisi JSC. Kelima 
divisi tersebut terdiri  dari  Field  and  
Operasional,  Monitoring  dan  Evaluasi,  
IT  Development,  Data Analytics,  
Communications. Dalam kesehariannya,  
kelima  divisi  ini  bekerja  secara 
saling berkesinambungan dan 
terintegrasi satu sama lain.

Qlue Sebagai Agenda Smart
City Jakarta

Photo by Rangga Cahya on Unsplash
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J S C   m e m i l i k i   p l a t fo r m   s e n d i r i  
meskipun juga bekerjasama  dengan  
berbagai aplikasi  atau  startup. Pihak  
JSC  juga  memberikan data pada mereka 
melalui API (application programming 
interface). API memberikan kemudahan 
bagi pemerintah untuk menarik pihak 
start up sebagai mitra JSC, dengan 
menunjukkan adanya sumber daya 
informasi yang ada. Contohnya, JSC 
dapat melaporkan pergerakan busway, 
kemudian dibagikan data tersebut 
kepada Traffi. 

Sistem Pengaduan Melalui Qlue

Sejumlah kategori laporan dapat dipilih 
sesuai isu yang dimiliki  oleh para 
penggunanya.  Setelah melakukan 
pelaporan melalui Qlue, data yang 
diperoleh akan dibagikan kepada aplikasi 
lain pendamping Qlue, yang dalam hal 
pengelolaan hanya dimiliki oleh pihak 
penindaklanjut seperti lurah dan dinas. 
Lurah, dalam hal ini menjadi asset 
m a n a g e r  atau pengelola  wi layah. 
Terdapat rata-rata 40 ribu laporan masuk 
per hari, diterima oleh pemerintah, 
swasta dan forum publik dan kelurahan

Dalam lingkup penggunaan kelurahan, 
pekerjaan lurah dibantu dengan CROP 
(cepat respon opini  publik) ,  yang 
merupakan aplikasi pengatur internal 

yang menindaklanjuti laporan tersebut 
dengan tujuan mencegah tercampurnya 
laporan tersebut dengan laporan daerah 
lain. Penggunaan warna laporan-laporan 
tersebut dilakukan untuk menandai jika 
l a p o r a n  t e r s e b u t  m a s i h  p e r l u 
ditindaklanjuti. Merah menunjukkan 
belum ditindak, kuning memberikan arti 
bahwa laporan masih dalam tahapan 
proses, sedangkan hijau berarti sudah 
selesai. 

Aktor Yang Terlibat Dalam Qlue

Sebuah proses berdemokrasi akan 
berjalan lancar apabila ada keberagaman 
aktor di dalam sistemnya. Peran dari 
berbagai pihak dalam JSC berkontribusi 
dalam penyelenggaraan Qlue. Oleh sebab 
itu, terdapat beberapa aktor yang terlibat 
dalam penggunaan Qlue pemerintah 
layer birokrasi di pemerintah provinsi, 
developer lokal dan pengguna Qlue, 
Kepala Unit JSC, staf bagian field and  
operasional,  staf  bagian  IT.

Pengguna Qlue dapat dilihat sebagai 
avatar-avatar dalam media sosialnya, 
yang ketika dilihat profilnya terdapat pula 
intensitas keaktifannya. Dua jenis 
pengguna Qlue yakni pengguna biasa dan 
relawan (#SuperQlue). inal dan lain-lain. 
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Tu ga s  d a r i  # S u p e r Q l u e  a d a l a h  d i 
antaranya menindaklanjuti laporan 
warga lain melalui aplikasi Qlue di iOS 
dan Android, melihat da�ar laporan 
warga dan memilih laporan mana untuk 
ditindaklanjuti,  mengecek kondisi 
lapangan,  serta mengubah warna 
l a p o ra n  s e s u a i  i n d i ka to r  p ro g re s 
penindaklanjutan laporan. Beberapa 
laporan warga termasuk pelaporan 
dengan label Sampah, Pelanggaran, Iklan 
Liar, Fasilitas Umum, Pencegahan Banjir 
dan Pilkada. Empat isu permasalahan 
yang dikategorikan berdasarkan survei 
terakhir Qlue pada Maret 2017 termasuk 
infrastruktur, sosial, kriminal dan lain-
lain.

Terdapat fitur kebijakan baru yang 
d i p e r k e n a l k a n  o l e h  Q l u e  y a k n i 
komunitas. Tujuan adanya fitur ini adalah 
untuk mengajak berbagai komunitas di 
Jakarta untuk bersosialiasi dan menjadi 
ba g i a n  p e m b e r i  m a s u ka n  ke pa d a 
pemerintah dalam mengembangkan 
Qlue dan JSC. Tidak hanya pemerintah 
(lurah atau SKPD), pihak swasta juga 
menjadi target dari pelapor. 

Melalui aktivitas aktif dari para multi-
aktor tersebut,  tingkat partisipasi 
masyarakat pun terpengaruh. Kondisi 
sosial-politik dan kultur masyarakat juga 
menentukan partisipasi masyarakat 
dalam proses demokrasi digital tersebut. 
Dengan adanya Qlue, pola-pola interaksi 
dan partisipasi  masyarakat dalam 
demokrasi digital tercipta. Faktor yang 
mempengaruhi optimalisasi penggunaan 
Qlue termasuk kesiapan masyarakat 
dalam menyeleksi informasi berkualitas 
d a n  s i g n i fi k a n ,  s e r t a  k e s i g a p a n 
pemerintah dalam merespons masalah, 
memperbaikinya dan menjelaskan ke 
masyarakat ketika dibutuhkan. 

Fitur-fitur yang disediakan Qlue pada 
dasarnya juga memberikan kemudahan 
untuk menyelesaikan masalah-masalah 
yang semula tidak bisa ditangani oleh 
lurah, dengan diadakan bantuan oleh JSC 
dalam menjembataninya dengan SKPD 
lainnya. Sebagai contoh lain, ketika lurah 
setempat mendapati laporan kerusakan 
j a l a n ,  J S C  d a pa t  m e m e d i a s i  d a n 
membantu dalam koordinasi dengan sub 
unit terkaitnya. Dalam hal ini, lurah dilihat 
tidak berwenang memperbaiki jalan. 

Pengaruh Sosio Kultural dan
Sosio Politik Terhadap Partisipasi

+

photo by Rioji Iwata on unsplash
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APLIKASI QLUE DAN FONDASI DASAR
PARTISPASI PUBLIK

D e n ga n  m e l i h a t  fe n o m e n a  s o s i a l 
penggunaan media sosial yang gencar 
dilakukan pada tahun 2014, Founder Qlue 
menggunakan momentum tersebut 
untuk mempergunakan teknologi dalam 
p e l a p o r a n  m a s a l a h - m a s a l a h 
p e m e r i n t a h a n  d a n  p e l a y a n a n 
masyarakat melalui Qlue. Hal ini juga 
membantu masyakarat yang tadinya 
tidak tahu procedural pelaporan resmi 

menjadi lebih paham channel-channel 
pengaduan .Tercatat 500.000 orang per 
J u n i  2 0 1 6  m e n g g u n a k a n  s i s t e m 
pelaporan tersebut di seluruh DKI 
Jakarta. Fitur pengaduan real time dan 
follow teman-temannya menjadikan 
jaringan penyebaran informasi dan 
pelaporan semakin berkembang. Pada 
akhirnya, laporan masyakarat masuk dan 
dipetakan dalam smartcity.jakarta.go.id.

Sumber : Deakin, M. (2010). A Review of City Portals: The Transformation of Service Provision 
under the Democratization of the Fourth Phase. In C. G. Reddick, Politics, Democracy, and E-

Government: Participation and Service Delivery (p. 213). US: IGI Global).

Qlue Dan City Portal, Website Jakarta Smart City

Grafik 1 : The E-government Maturity Model Of City Portals
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Operasional Aplikasi Qlue

Bagan 2 : Alur Masuknya Masalah / Informasi Dalam Sistem Qlue

Sumber : Diolah secara mandiri oleh penulis 
berdasarkan hasil wawancara dan klipping dari Media

laporan dari warga
Informasi

masuk ke sistem Qlue

masuk ke sistem JSC

Masuk pada pengkategorian isu

Filter Konten
Penyesuaian ulang dengan geo-
tagging (wilayah

Masuk pada akun pengelola 
wilayah (lurah)
Menandai laporan dengan 
kategorisasi warna
Pemantauan dari tim monitoring 
JSC

Tindak Lanjut Laporan

Tim dari kelurahan meninjau 
lokasi

Tindak lanjut (oleh kelurahan 
atau dinas terkait)

Pemberitahuan TL Selesai

Pemberitahuan pada laporan 
oleh kelurahan
Pemantauan dari tim JSC dab 
tim Qlue

Feedback

Feedback

Feedback

Feedback



Qlue Membuka Dan Menuju Akses Teknologi

Akses terhadap teknologi mengalami 
p e n i n g k a t a n  k e t i k a  p e m e r i n t a h 
mengutamakan penggunaan media 
s e r u p a  Q l u e  y a n g  m e w a j i b k a n 
penggunanya untuk mengunduh  aplikasi  
ini dengan ponsel pintar.  Secara statistik, 
Jakarta menempati posisi tertinggi 
pengguna internet di Indonesia pada 
tahun 2013 yaitu mencapai  3,54  juta,  
angka  yang  sangat  jauh dibanding kota-
ko ta  l a i n   d i   I n d o n e s i a .  D e n ga n 
menjamurnya pengguna media sosial 
tersebut, proses demokrasi digital 
menjadi semakin meninggi pula. Tren ini 
harus dibarengi dengan penggunaan 
yang bijak. Feldman, melalui tulisannya 
pada tahun 1997,  mengemukakan 
indikator-indikator penting seperti 
i n f o r m a s i  d i g i t a l  y a n g  m u d a h 
dimanipulasi ,  berjaringan, padat, 
kompresibel, dan tidak memihak.

Tingginya partisipasi pemerintah dalam 
p e n g g u n a a n  a p l i ka s i  Q l u e  t i d a k 
dipungkiri juga merupakan dampak dari 
insentif pemerintah yang cukup besar 
Dalam hal ini, besaran gaji PNS DKI yang 
sudah termasuk gaji pokok, tunjangan 
jabatan, TKD statis (kehadiran pegawai), 
TKD dinamis (tunjangan kinerja) dan 
tunjangan transportasi tersebut sudah 

m e n j u l a n g  t i n g g i  u n t u k  p e j a ba t 
struktural seperti pejabat dinas atau 
kelurahan. Dalam kondisi bersamaan, 
pejabat fungsional mendapatkan gaji 
pokok, tunjangan, TKD statis dan 
dinamis tanpa tunjangan transportasi. 
Untuk  besaran  take  home  pay  pejabat  
struktural  tahun  ini  seperti  lurah  yakni  
Rp 33.730.000,  camat  Rp  44.284.000  
Sementara  wali  kota  mendapat  take  
home  pay  yang diterima Rp 75.642.000, 
sedangkan kepala biro Rp 70.367.000. 
Kemudian   kepala   dinas   Rp   
75.642.000,   Sementara   kepala   badan   
mendapat   Rp. 78.702.000. Pejabat 
eselon I setingkat sekretaris daerah dan 
d e p u t i  g u b e r n u r  b e r d a s a r k a n 
Permenpan  nomor  34  tahun  2011  
tentang  Grading  Jabatan  dapat  
memperoleh  gaji  take home pay hingga 
Rp 96 juta tiap bulannya. Untuk jabatan 
pelayanan, besaran take home pay 
maksimal  Rp 9.592.000.  Jabatan 
operasional Rp 13.606.000. 
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Jabatan administrasi Rp 17.797.000, dan 
jabatan teknis Rp 22.625.000 Jumlah 
pendapatan di atas memang cukup 
besar, tak ayal mampu menarik seluruh 
pihak pemerintahan  untuk    terlibat  
aktif  pada  pelaksanaan  kebijakan,  
termasuk  Qlue. Komitmen   untuk   
memanfaatkan   teknologi   saat   ini   
ternyata memang bukan   hanya   
perkara   t ingginya penggunaan 
teknologi yang sudah ada.

Dalam studi ini, ada beberapa hal yang 
bisa direfleksikan. Pada kasus yang 
s u d a h  te r j a d i  pa d a  p e n g g u n a a n 

36 teknologi di Eropa menjelaskan bahwa 
teknologi memang tidak mengubah  
sebuah  struktur  dalam  pemerintahan,  
sama  halnya  yang  terjadi  pada  Qlue. 
Bahwa semua badan atau SKPD yang 
memiliki akun Qlue tidak berubah. Tapi 
setidaknya melalui  aplikasi  ini  mampu  
mengubah  sikap  dari  aktor  yang  
bertanggungjawab  dari masalah  yang  
dilaporkan  dalam  Qlue.  Secara  tidak  
langsung  bentuk  tanggung  jawab 
dengan  menyelesaikan  masalah  yang  
dilaporkan  menjadi  lebih  terbuka  dan  
bisa  secara langsung diverifikasi oleh 
masyarakat.

13

+

+

Photo by Benjamin Sow on Unsplash



Pengguna Qlue Dan Partisipasi Warga
Dalam Pelayanan Publik

Pemerintah memiliki tanggungjawab 
untuk memperkenalkan Qlue pada 
masyarakat  agar  selaras  dengan 
p ro g ra m  J S C .  Pe ra n  Q l u e  d a l a m 
demokrasi digital dapat digambarkan 
dengan adanya pengaruh interaksi 
masyakarat dalam pembentukan opini 
dan pengambilan keputusan para wakil 
r a k y a t .  A d a n y a  k e i k u t s e r t a a n 
m a s y a ra k a t  m e n j a d i k a n  p r o s e s 
demokrasi lebih inklusif. Dalam hal ini, 
aspek paling penting dalam pengadaan 
Qlue adalah kepastian untuk mengakses 
dengan mudah instrumen digital 
tersebut. 

Informasi

Informasi mengenai Qlue banyak 
didapatkan dari media sosial lain yang 
lebih populer seperti Facebook, Twitter 
dan Youtube, televisi dan sosialisasi dari 
pemerintah setempat seperti ketua RT 
dan aparat desa. Peran pemerintah 
daerah dalam sosialisasi masih minim, 
justru penyebaran informasi mengenai 
penggunaan Qlue dalam pemerintahan 
lebih dilakukan oleh pihak developer 
aplikasi tersebut. Pentingnya dibuat 
sebuah portal kota untuk memberikan 
informasi-informasi dari pemerintah 
perlu dilakukan agar penyebaran 
informasi dari pemerintah secara 
langsung ke masyarakat lebih terjamin. 
Poin-poin penting lainnya yang perlu 
d i p e r h a t i k a n  m e l i p u t i  a d a n y a 
kredibilitas informasi yang dilaporkan 
oleh masyarakat. 
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Sensitivitas Isu

Sensitivitas isu sangat penting untuk 
masalah penindaklanjutan pelaporan. 
Beberapa contoh laporan masyakarat 
pengguna Qlue yang ditindaklanjuti 
oleh pemerintah, sistem keamanan 
wilayah bagi perempuan, lingkungan 
pergaulan sosial  yang berbahaya 
d e n g a n  b a n y a k n y a  p e m a b u k , 
keberadaan PKL di pinggir jalan yang 
mengganggu pejalan kaki.  Untuk 
pelaporan masalah tenaga pengajar 
honorer, hambatan seperti susahnya 
mengunggah foto atau video kerap 
d i j u m p a i  d i  s e b u a h  l e m b a g a 
pendidikan. Secara lebih dekat, ketika 
diperhatikan ada beberapa indikasi bias 
terhadap keberadaan PKL apakah itu 
memang suatu kebutuhan. 

Interaksi masyarakat dalam aplikasi 
Qlue dan pentingnya pelaporan isu-isu 
s e n s i t i f  s e c a r a  t e p a t  s a n g a t 
diprioritaskan untuk dilakukan. Adanya 
aplikasi Qlue memang membantu 
masyarakat untuk menghemat waktu, 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
p e l a p o r a n ,  s e r t a  m e m b e r i k a n 
kemudahan bagi para penggunanya 
dibanding dengan media sosial lain. 
N a m u n  d e m i k i a n ,  t i d a k  s e m u a 
pengguna menikmati manfaat tersebut 
dan banyak dari mereka juga mendapati 
masalahnya tidak langsung ditindak 
(beberapa karena apparat yang kurang 
a c u h ) .  D e n g a n  a d a n y a  Q l u e , 
permasalahan di DKI Jakarta yang 
t e r l a p o r k a n  d a n  d i ta n g a n i  b i s a 
mencapai sekitar 5 ribu permasalahan. 
Hal ini melibatkan adanya kerja sama di 
antara pelapor, call center Qlue dan 
pengguna Qlue lain, serta apparat di 
wilayah masing-masing.

Interaksi
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KESIMPULAN
Sepert i  telah di jelaskan di  atas, 
kehadiran Qlue dapat meningkatkan 
pelayanan publik tetapi juga dapat 
menimbulkan ketimpangan bagi kelas 
tertentu karena tidak semua warga DKI 
memiliki perangkat digital sehingga 
tidak dapat memakai Qlue. Hanya 
terdapat 20 persen masyarakat yang 
sudah menggunakan Qlue, dengan 
sebagian besar  adalah kalangan 
p e g a w a i  p a d a  t a h u n  p e n e l i t i a n 
dilakukan. Masalah lain yakni adanya 
pemahaman isu yang dilaporkan 
k a d a n g  b e r s i n g g u n g a n  d e n g a n 
kelompok warga lain seperti yang 
digambarkan pada isu pelaporan PKL.

D a l a m  m e n c a p a i  k o n d i s i  i d e a l 
demokrasi digital, beberapa syarat perlu 
dipenuhi  agar  demokrasi  digital 
terselenggara dengan baik. Dalam hal 
ini, Qlue menyediakan fungsi sebagai 
m e d i u m  ko m u n i ka s i ,  p e n ga k s e s 
informasi, wadah berdiskusi di ruang 
publik maya. Qlue menyediakan sebuah 
platform untuk memperbesar ruang 
lingkup dan kesempatan masyarakat 
untuk terlibat dalam demokrasi dengan 
sistem pelaporannya. 

Penulis merekomendasikan bahwa 
dengan diadakanannya aktor tunggal, 
penyelarasan keinginan developer atau 
swata dengan Pemprov DKI akan lebih 
mudah. Masalah-masalah seperti 
keterbatasan akses aplikasi Qlue harus 
diimbangi dengan langkah-langkah 
nyata seperti sosialisasi dari pemerintah 
dan pihak pengembang, peningkatan 
akses jaringan dan kerjasama dengan 
entitas-entitas lain. Keterbatasan dalam 
pengaksesan Qlue menandakan bahwa 
media sosial tidak menjadi satu-satunya 
ruang memperjuangkan suara atau hak 
individu. Peneliti tidak mengevaluasi 
penggunaan Qlue di Jakarta, namun 
membuktikan bahwa pengadaan Qlue 
dalam JSC memperbesar keterlibatan 
masyarakat dalam pemerintahan serta 
peningkatan pelayanan terhadap 
masyarakat. 

Agar pemanfaatannya lebih besar, 
penulis menggambarkan pentingnya 
output, outcome, dan impact untuk 
diperhatikan. Yang dimaksud output 
yakni  berupa peningkatan akses 
jaringan, pengembangan aplikasi ramah 
pengguna, sosialisasi dan memperbesar 
kerjasama dengan instansi terkait. 
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Proses evaluasi politik perlu dilakukan 
melalui berbagai sudut pandang, dari 
kacamata teknokrat,  politik ,  dan 
efektivitasnya untuk merespon laporan 
masyakarat .  Permasalahan yang 
dilaporkan pun terkadang mengalami 
hambatan dalam proses penanganan 
karena kasus seperti kemacetan Jakarta 
memerlukan koordinasi dan kerjasama 
beberapa aspek dan institusi. Qlue 
membantu pemerintah Jakarta untuk 
mengetahui dan menindaklanjuti 
permasalahan infrastruktur, tetapi 
belum bisa mencakup isu terorisme dan 
narkoba karena masyakarat dirasa 
masih enggan melaporkannya. 

Secara garis besar, peran Qlue dalam 
d e m o k ra s i  t e r l i h a t  d a l a m  l e v e l 
kelurahan, belum pada level urban. 
P ro s e s  d e m o k ra s i  ya n g  te r ba ta s 
d i l a k u k a n  o l e h  p e n g g u n a  Q l u e 
menggambarkan proses tersebut belum 
merangkul semua ranah masyarakat. 
Keterbatasan yang ditimbulkan oleh 
permasalahan sosial pun menjadi 
s e b u a h  k e n d a l a  b e s a r  d a l a m 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pengoptimalisasian Qlue.

Dengan membaca artikel ini, dapat 
digarisbawahi bahwa konsep demokratis 
d i g i t a l  s a n g a t  b e r b e d a  d e n g a n 
tradisional. Karena sifatnya yang masih 
terbatas pada perubahan institutional 
pemerintah dalam level apparat, dampak 
penggunaan Qlue belum merata dan 
signifikan.

Kehadiran Qlue belum sepenuhnya 
m e n g a ko m o d a s i  s e l u r u h  l a p i s a n 
masyarakat. Kurangnya penetapan 
capaian pemerintah terhadap Qlue dapat 
d i b i l a n g  m e n j a d i  ke n d a l a  d a l a m 
perkembangan Qlue dan kontribusinya 
terhadap proses demokrasi digital. Di 
samping kelebihan pengadaan Qlue 
u n t u k  m e m a n g k a s  b i r o k r a s i , 
meningkatkan kepercayaan terhadap 
p e m e r i n t a h ,  a k u n t a b i l i t a s  d a n 
t r a n s p a r a n s i  p e m e r i n t a h  d a n 
kemudahannya untuk dapat menggaet 
banyak aktor, masih terdapat beberapa 
permasalahan yang masih dihadapi. 
Beberapa di antaranya adlaah skill 
penggunaan apl ikasi  digital  yang 
b e r b e d a - b e d a  s e h i n g g a  t i d a k 
m e re p re s e n ta s i ka n  d a n  m e n ge n a 
terhadap seluruh lapisan masyarakat.
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